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Nomor o 044/Bua.2/07/2/2014 Jakarta, 11 Februari 2014
Lampiran
Hal . Penipuan tentang Pengangkatan CPNS

dari Tenaga Honorer K2

Yth. 1. PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

2. PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
Dl -
SELURUH INDONESIA

Sehubungan banyaknya laporan dari para Tenaga Honorer yang ditujukan kepada kami mengenai

janji-jani dari oknum yang dapat membantu dan memproses pengangkatan Tenaga Honorer K2 menjadi

Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.

Tembusan :

Bahwa sebelum adanya kebijakan Badan Kepegawaian Negara tentang Pengangkatan Tén"agé'. ]

Honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Aguhg'Rl, dihimbau untuk o

seluruh Tenaga Honorer untuk tidak menanggapi dan menolak segala macam janji dari OKNUM yang
mengatasnamakan Pegawai atau Pejabat Mahkamah Agung, khususnya Biro Kepegawaian yang
antara lain “MEMINTA IMBALAN SEJUMLAH UANG” untuk biaya pengurusan pengangkatan Tenaga
Honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut adalah TIDAK BENAR. _ R
Bahwa apabila ada OKNUM yang demikian, maka SEGERA KONFIRMASIKAN atau hubungi Biro
Kepegawaian Mahkamah Agung RI melalui nomor telepon : (021) 345 4429 — 345 7881 pes..
467/455/629. Dengan demikian ditegaskan pula, bahwa Biro Kepegawaian Mahkamah Agung belum
melakukan pemberkasan Tenaga Honorer K2 untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Bahwa Pengangkatan Tenaga Honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil akan diberitahukan -
secara tertulis oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI; '
Diharapkan bantuan Saudara untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang dapat membantu'
pengungkapan OKNUM PELAKU dan melaporkan kepada APARAT HUKUM yang berwenang.
Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI' R

1. Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;

4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.




